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PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap data dengan menggunakan
teori, perundang — undangan, dan bahan pustaka maka dapat disimpulkan
bahwa penyelesaian secara penal kepada Jurnalis atas dugaan pencemaran
nama baik oleh pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama
baiknya merupakan upaya yang tepat, berdasarkan asas Lex Specialis
Derogat Legi Generali, dimana hukum yang bersifat khusus disini adalah
Undang — Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang
— Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik dan Undang — Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,
sedangkan hukum yang bersifat umum adalah KUHP. Setiap pelanggaran
oleh pers memenuhi unsur — unsur delik pencemaran nama baik dalam
pasal 27 ayat (3) UU ITE maka boleh saja diselesaikan melalui mekanisme
peradilan pidana. Tetapi jika tidak memenuhi unsur — unsur pencemaran
nama baik dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE maka dapat digunakan proses
pengaduan kepada Dewan Pers berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor
01/Peraturan-DP/V11/2017 dan akan diproses melalui mediasi dengan para
pihak (pengadu dan teradu) dengan mengacu pada Kode Etik Jurnalistik

dan Undang — Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun jika
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mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan maka Dewan Pers akan
mengadakan Rapat Pleno dan mengeluarkan Pernyataan Penilaian serta

Rekomendasi. Barulah digunakan hukum pidana berdasarkan KUHP.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran

sebagai berikut:

1. Bagi Dewan Pers untuk bisa meningkatkan fungsi dan perannya dalam
mengawasi segala kegiatan jurnalis dengan penuh rasa tanggung jawab
dan profesional.

2. Bagi pembentuk undang — undang dan aparat penegak hukum, masih
diperlukannya penggalian secara terus — menerus, memanfaatkan dan
mengembangkan upaya — upaya non-penal dalam penyelesaian
masalah Pers berkaitan dengan pencemaran nama baik untuk
mencegah terganggunya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi
demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi masyarakat untuk semakin bijak dalam menggunakan media
sosial. Jangan menggunakan media sosial untuk menghujat, menghina
maupun mencemarkan nama baik orang lain, tetapi dimanfaatkan
dengan semestinya untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial

dengan tetap menghormati hak orang lain.
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